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ABSTRACT

The purpose of this study was to examine tax planning, digitization of tax services, and
nationalism on taxpayer compliance. As well as testing the moderating effect of tax planning and
digitization of tax services on taxpayer compliance. The research method used is a quantitative
method with data collection technigues, namely through a questionnaire with a random sampling
method, the sampling method using the hair method, namely the number of respondents 5-10
times the number of indicators. The number of samples obtained is as many as 299 respondents
as taxpayer status reported online. The sample was tested for validity and reliability as well as
hypothesis testing through the Smart PLS software application. The results of the hypothesis test
prove that there is no significant effect of tax planning on taxpayer compliance, there is a
significant effect of digitizing services on taxpayer compliance, there is a significant effect of
nationalism on taxpayer compliance, and there is no significant effect of moderating nationalism.
on the effect of tax planning on taxpayer compliance, as well as the significant influence of
nationalism moderation on the effect of digitizing services on taxpayer compliance. From this
research, it can be said that when the government improves taxpayer compliance, it is necessary
to improve, namely nationalism, service digitization, and moderation of nationalism on the
influence of service digitization.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur utama penerimaan paling besar negara. Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) adalah instansi pemerintah di bidang administrasi perpajakan dan bertanggung jawab untuk
mengamankan anggaran negara, terutama dalam hal perpajakan. Ketika melaksanakan tugasnya,
DJP menerima anggaran dari APBN untuk mendukung APBN dari penerimaan pajak. Di bidang
penerimaan pajak, rasio 103,9% pada tahun 2021 merupakan pencapaian yang tinggi dari rencana
APBN sebesar Rp1.229,6 triliun. Laba ini meningkat 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020
yang sebesar Rp1.072,1 triliun karena adanya pandemi virus Covid-19 (Kementrian Keuangan
Republik Indonesia, 2022)

Pencapaian pemungutan pajak yang tinggi memerlukan kerjasama banyak bidang, divisi dan
departemen, selain itu faktor lainnya dari sisi masyarakat dimana sebuah sifat kepatuhan yang
perlu ditanamkan sangatlah mempengaruhi dalam peningkatan pembayaran pajak untuk dapat
meningkat pesat. Bukti adanya peningkatan pertumbuhan tersebut yaitu per 31 Maret 2022
jumlah Laporan pajak tentang Pajak Penghasilan tercatat tidak kurang dari 11,16 juta SPT,
meningkat 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengajuan SPT Pada tahun 2021, 96%
diajukan secara online, antara lain melalui eSPT, eform dan efiling. Sisanya 4% masyarakat
mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya
(Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Banyak aspek yang berbeda dapat
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mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, termasuk sikap patuh seseorang yang berstatus
wajib pajak dalam rangka pememenuhan kewajibannya dalam hal perpajakan. Aspek yang akan
mendorong sikap patuh seorang Wajib Pajak adalah tax planning dan digitalisasi layanan pajak.

Dalam penelitian Angelina (2017) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak berpengaruh
signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Syakura & Baridwan (2014)
menunjukan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Sitorus & Humairo (2019) hasil penelitian
menunjukkan bahwa tax planning memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib
Pajak. Pada penelitian Aini & Nurhayati (2022) pengujian menunjukan hasil bahwa variabel
digitalisasi layanan pajak memberikan pengaruh yang signifikan secara positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dalam pengujian Wulandari (2021) penerapan e- filing memberikan
pengaruh positf terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya Semakin baik sistem pelaporan pajak
elektronik, semakin patuh wajib pajak dalam menyatakan kewajiban perpajakannya. Dalam
Penelitian Night & Bananuka (2019) penelitian menunjukkan hasil dimana terdapat hubungan
yang positif signifikan antara penerapan sistem pajak elektronik dengan kepatuhan wajib pajak.
Menurut penelitian Aini & Nurhayati (2022) pengujian menunjukan hasil dimana variabel
digitalisasi pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian
menurut Tambun & Haryati (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang
signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Purnamasari et al.,, (2018) menunjukkan pengaruh positif signifikan atas
nasionalisme dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib. Dalam penelitian Hanifah &
Yudianto (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme memberikan pengaruh signifikan dan positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang dikaji pada objek penelitian ini adalah apakah tax planning, digitalisasi
layanan pajak serta nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta belum ada
peneliti terdahulu yang menguji nasionalisme sebagai pemoderasi dampak implementasi tax
planning dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan itu adalah suatu
kebaharuan pada penelitian ini dan akan dilakukan untuk uji coba penelitian. Penelitian ini
bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak tax planning, digitalisasi layanan pajak dan moderasi
nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada
pemerintah dalam menentukan aspek yang tepat dalam hal perpajakan untuk Wajib Pajak dimasa
yang akan datang serta memberikan rekomendasi yang relevan tentang cara meningkatkan
kepatuhan pajak.

STUDI LITERATUR

Landasan Teori

Teori Perilaku terencana adalah alasan teori untuk pengujian ini. Teori perilaku yang diatur
adalah teori yang melihat ilmu otak seseorang ketika dia perlu bergerak. Menurut Ajzen (1991)
secara komprehensif, teori ini banyak ditemukan dan didukung oleh bukti. Teori observasional ini
menjelaskan bahwa tujuan untuk mengambil bagian dalam berbagai jenis perilaku dapat
diantisipasi dengan ketepatan tinggi dari perspektif perilaku, standar emosional, dan kontrol
sosial; dan harapan ini, bersama dengan kontrol perilaku gergaji, masuk akal dari kontras besar
dalam cara berperilaku yang asli. Theory Of Planned Behaviour digagas oleh Ajzen (1991)
dengan diilustrasikan sebagai berikut:
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Theory of planned behaviour

Subjective
Norm
Perceived

Behavioral
Control

Gambar 1 Theory Of Planned Behaviour

Dalam Teori Perilaku terencana mengilustrasikan tentang sebuah sikap yakni sebuah attitude
tentang Perencanaan pajak. Subjective norm yaitu menunjukkan digitalisasi layanan pajak.
perceived behavioral control yaitu mengungkapkan niat pribadi dengan sikap nasionalisme.
Dengan demikian menyatu membentuk Intention/tujuan sehingga menghasilkan pengaruh
Behaviour/perilaku dimana pada kasus ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara teori
pelaku terencana dengan penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pajak, digitalisasi
layanan pajak memberikan pengaruh langsung kepada kepatuhan wajib pajak, serta nasionalisme
juga memberikan efek langsung kepada kepatuhan wajib pajak, dan nasionalisme sebagai
pemoderasi dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Planning yaitu cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengecilkan biaya
perppajakan yang mereka bayarkan (Panggabean et al., 2020). Perencanaan pajak dianggap
sebagai investasi penting bagi pemegang saham karena mengurangi beban pajak pada perusahaan
dan pemegang sahamnya. Namun, pemegang saham mungkin tidak ingin melakukan aktivitas
perencanaan pajak karena potensi biaya (Khaoula & Moez, 2019). Perencanaan pajak merupakan
kemampuan untuk perencanaan urusan pajak seseorang menggunakan berbagai strategi untuk
secara legal mengurangi tagihan pajak, adalah pertanyaan penelitian utama dalam literatur tentang
bisnis internasional, ekonomi publik, pajak, keuangan, hukum dan akuntansi (Cooper & Nguyen,
2020). Dengan perencanaan pajak, wajib pajak dapat menghemat beban yang benar-benar
melampaui komitmen mereka, dan sekali lagi membantu wajib pajak dalam mengejar pilihan
keputusan yang terkait dengan strategi pertumbuhan investasi di kemudian hari (Rimbano et al.,
2019). Kepatuhan pajak dicirikan sebagai perhatian untuk memenuhi komitmennya untuk
menyelesaikan dokumen pajak dan menghitung jumlah pengeluaran perpajakannya sendiri
dengan tepat (Amalia, 2020). Ketergantungan pada penerapan skala pajak telah meningkat dari
waktu ke waktu, karena badan-badan internasional mendorong administrasi pajak untuk
mengkategorikan wajib pajak (Bachas et al., 2019). Kosistensi wajib pajak dapat diartikan
sebagai perhatian untuk memenuhi komitmen kewajiban melengkapi dokumen perpajakan serta
menghitung jumlah pengeluaran pajak yang tepat sendiri (Tambun & Haryati, 2022). Kepatuhan
pajak diartikan sebagai syarat wajib pajak untuk memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakan
serta melakukan hak perpajakannya (Panggabean et al., 2020). Pada penelitian Angelina (2017)
hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh signifikan
dan positif terhadap kepatuhan pajak. Pada pengujian Syakura & Baridwan (2014) hasil pengujian
memberikan petunjuk bahwa perencanaan pajak terdapat pengaruh yang signifikan positif dan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian Sitorus & Humairo (2019) hasil penelitian
menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari tax planning terhadap kepatuhan wajib
pajak. Dengan pernyataan tersebut membuktikan perencanaan pajak oleh wajib pajak dapat
memberikan peningkatan atas kepatuhan dalam perpajakan. Dari beberapa paparan peneliti
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terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H1 = Pengaruh tax planning terhadap kepatuhan
Wajib Pajak

Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi pajak yaitu program sebagai bentuk pelaksanaan reformasi perpajakan yang
bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dan kelembagaan agar lebih efisien dan
ekonomis, serta sistem pelaporan pajak menggunakan format paper file yang akan menjadi format
digital dan online (Aini & Nurhayati, 2022). Wajib pajak bisa menggunakan mekanisme faktur
elektronik direktorat jendral pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang. E-faktur itu
merupakan metode bayar pajak bersifat elektronik dengan kode faktur. Kode faktur pembayaran
itu adalah kode pengenal yang dikeluarkan dari sistem pembayaran untuk beberapa jenis
pembayaran pajak/ penyetoran yang nantinya dilakukan oleh wajib pajak (Fadilah et al., 2021).
Keuntungan integral dari sistem pelaporan pajak elektronik adalah integrasi dari semua proses
yang relevan, seperti persiapan dokumen pajak, penyampaian pelaporan pajak dan pembayaran
pajak, pada saat yang sama melalui web. Pelaporan pajak elektronik dapat meningkatkan sistem
pelaporan pajak yang ada sekaligus mengurangi biaya bagi wajib pajak dan pemerintah (Akram et
al., 2019). Kepatuhan pajak sebagai konsep hukum dengan empat kategori kewajiban:
pendaftaran, pengajuan, pelaporan, dan pembayaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
(Siglé et al., 2018). Pada penelitian Uyar et al., (2021) melalui digitalisasi, pemberian informasi
dan layanan pemerintah secara langsung kepada masyarakat memungkinkan warga untuk terus
menerima informasi terkini dan melaporkan SPT tepat waktu. Menurut penelitian Aini &
Nurhayati (2022) hasil pengujian menunjukan bahwa variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh
signifikan secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya menurut Night &
Bananuka (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan
antara penerapan sistem perpajakan elektronik dengan kepatuhan Wajib Pajak. Serta dalam
penelitian Wulandari (2021) memberikan paparan bahwa penggunaan sistem e-filling membuat
wajib pajak patuh dalam pelaporan perpajakan. Dari beberapa paparan peneliti terdahulu, maka
hipotesis yang terbentuk yaitu H2 = Pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan
Wajib Pajak

Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nasionalisme ialah pemahaman (pengajaran) dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap
negara sendiri; kebangsaan berarti bangsa Indonesia semakin hidup serta rasa memiliki terhadap
suatu bangsa, mampu atau nyata, untuk mencapai, mengikuti, dan menyebarkan Kkarakter,
kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan
warga negara tentang cintanya (Tambun & Haryati, 2022). Nasionalisme ekonomi memiliki
potensi untuk mempengaruhi berbagai industri yang berhubungan dengan jasa (Rammal et al.,
2022). Kepatuhan pajak yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sesuai dengan
pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di suatu negara dapat
berbentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan informal (Fadilah et al., 2021). Kepatuhan formal
yaitu suatu keadaan Wajib Pajak yang secara resmi memenuhi kewajiban perpajakan menurut UU
perpajakan, seperti halnya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Penghasilan
dan SPOP, pada hasil penelitian Suhadi (2017) memaparkan tentang kepatuhan informal ialah
kondisi dimana seorang wajib pajak pada awalnya telah mengikuti ketentuan penting tentang
kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Purnamasari et al., (2018) menunjukkan hasil
penelitian bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam penelitian Hanifah & Yudianto (2019) menunjukkan
bahwa nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Sehingga semakin tinggi tingkat nasionalisme wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menurut (Tambun & Haryati, 2022) menghasilkan kesimpulan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib
Pajak. Dari beberapa paparan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H3 =
Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative
BY NG Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 2996



Owner: Riset & Jurnal Akuntansi

e —ISSN : 2548-9224 | p—ISSN : 2548-7507 O W n e r
Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 RISET & JURNAL AKUNTANSI
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909

Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Planning merupakan proses penyelenggaraan bisnis wajib pajak hingga kewajiban
perpajakannya, baik itu pajak penghasilan ataupun pajak lainnya, berada pada tempat yang sama,
sepanjang dapat diterima dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. dan demi
efisiensi kepentingan sektor pajak (Lestari, 2019). Nasionalisme merupakan (1) pemahaman
(pengajaran) untuk meningkatkan rasa cinta terhadap negara sendiri; kebangsaan berarti bangsa
Indonesia semakin hidup (2) rasa memiliki terhadap suatu bangsa, mampu atau nyata, untuk
mencapai, mengikuti, dan menyebarkan karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan
negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan warga negara tentang kecintaannya
(Tambun & Haryati, 2022). Pada penelitian Angelina (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa
perencanaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian
Tambun & Haryati (2022) menunjukkan bahwan nasionalisme berpengaruh signifikan positif
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nasionalisme memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan
wajib pajak, hali ini disebutkan pada penelitian (Hanifah & Yudianto, 2019). Dari beberapa
paparan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H4 = Moderasi Nasionalisme atas
pengaruh Tax planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

Nasionalisme adalah ideologi di mana kesetiaan tertinggi individu tunduk pada negara
nasional. Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan alasan dalam negeri yang dapat
mempengaruhi pandangan wajib pajak dalam pengambilan keputusan dalam hal konsistensi
perilaku wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya (Satyawati & Yulianti, 2021).
Saat ini pemerintah telah memberikan pelayanan perpajakan berbasis teknologi yang dapat
mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan perpajakan kapanpun dan dimanapun, serta
akan membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jiwa patrotisme dapat
berpotensi dalam meningkatkan sikap kepatuhan dari diri seorang wajib pajak (Tambun et al.,
2022). Dalam penelitian Night & Bananuka (2019) Penerapan sistem pajak elektronik sebagai
mediasi dapat memberikan pengaruh antara sikap kepada kepatuhan pajak. Kesimpulan dalam
penelitian memiliki makna yaitu sistem pajak elektronik memiliki hubungan yang positif terhadap
kepatuhan pajak. Dalam penelitian Satyawati & Yulianti (2021) menunjukkan hasil pengujian
yang positif atas pengaruh nasionalisme dan penerapan e-spt kepada kepatuhan wajib
pajak.Berdasarkan beberapa peneliti dari referensi sebelumnya menggambarkan bahwa adanya
hubungan antara variabel dependen dan independen. Oleh karena itu, nasionalisme dapat menjadi
moderasi antara digitalisasi layanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa paparan
peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H5 = Moderasi Nasionalisme atas
pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut:

Tax Planning
(X1)

Kepatuhan
Wajib Pajak (Y)
A

Digitalisasi Layanan
Pajak (X2)

Nasionalisme

)

Gambar 2 Kerangka Pemikiran
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Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu
Tax Planning sebagai X1, Digitalisasi layanan pajak sebagai X2, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai
Y, dan Nasionalisme sebagai Z (Moderating).

METODE

Disain pengujian dalam penelitian yaitu kuantitatif, dimana strategi yang diterapkan
menggunakan teknik estimasi informasi kuantitatif serta statistic yang diambil dari jumlah sampel
atau responden yang menjawab beberapa pertanyaan dalam kuisioner. Dalam riset ini
nasionalisme ditempatkan sebagai pemoderasi antara tax planning dengan kepatuhan wajib pajak
dan digitalisasi layanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, diuji dalam 5
pernyataan hipotesis sebagai berikut: pengaruh atas tax planning kepada kepatuhan wajib pajak ,
digitalisasi layanan pajak kepada kepatuhan wajib pajak, nasionalisme kepada kepatuhan wajib
pajak, moderasi nasionalisme diantara tax planning dengan kepatuhan wajib pajak serta moderasi
nasionalisme diantara digitalisasi layanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Seluruh Subjek
pajak merupakan populasi dalam penelitian, sedangkan sampel yang diambil merupakan seluruh
wajib pajak yang berNPWP dan juga telah melaporkan perpajakan secara online. Pengumpulan
data yang akan digunakan vyaitu teknik random sampling, sedangkan penyebaran kuisioner
disebarkan melalui semua sosial media.Program olah data yang digunakan dalam pengujian
validitas, reliabilitas, serta hipotesis yaitu smart PLS.

HASIL

Gambaran Umum Responden

Responden yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah 299. Dari segi jenis kelamin,
didominasi oleh laki-laki sebanyak 163 responden (54,5%). Dari segi usia, mayoritas responden
berusia 28-35 tahun, yaitu sebanyak 142 responden (47,5%). Dari segi pendidikan, kebanyakan
responden merupakan lulusan S1, yaitu sebanyak 138 responden (46,2%). Dari segi pekerjaan,
Sebagian besar adalah pegawai swasta, dengan jumlah tidak kurang dari 180 responden (60,2%).
Dilihat dari kepemilikan NPWP, seluruh responden adalah NPWP 100%. Sebanyak 287
responden (96,0%) wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir semua responden 100%
melaporkan perpajakan Orang Pribadi atau Badan secara online.

Tabel 1 Karakteristik Responden

No Karakteristik Jumlah Persentase
1. Jenis Kelamin
1. Laki-laki 163 545 %
2. Perempuan 136 455 %
Jumlah 299 100 %
2. Kelompok Usia
1.<28 Thn 72 24,1 %
2.28-35 Thn 142 475 %
3.36-45 Thn 64 214 %
4.> 45 Thn 21 7 %
Jumlah 299 100 %
3. Pendidikan
1. SMA/SMK/Sederajat 26 87 %
2.D3 36 12 %
3. Mahasiswa S1 37 124 %
4,51 138 46,2 %
5. Mahasiswa S2 21 7 %
6.S2 38 12,7 %
7. Mahasiswa S3 1 0,3 %
8.S3 2 0,7 %
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Jumlah 299 100 %
4. Jenis Pekerjaan
1. Pengusaha 21 7 %
2. Pegawai Negri Sipil (PNS) 19 6,4 %
3. Karyawan Swasta 180 60,2 %
4. Lainnya 79 26,4 %
Jumlah 299 100 %
5. Kepemilikan NPWP
1.Ya 299 100 %
2. Tidak 0
Jumlah 299 100 %
6. Status Wajib Pajak
1. Orang Pribadi 287 9% %
2. Badan 12 4 %
Jumlah 299 100 %
7. Melaporkan  perpajakan OP atau
perusahaan secara online
1.Ya 299 100 %
2. Tidak 0
Jumlah 299 100 %

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilihat dari hasil masing-masing variabel dimana setiap variable tersebut
mempunyai nilai loading factor minimal 0,5. Penilaian yang mendasari atau uji coba pengukuran
model ini sifatnya efektif, dimana dengan nilai konvergen. Nilai loading faktor dapat
memvalidasi konvergensi dimulai dengan memeriksa indeks validitas yang ditunjukkan. Berikut
merupakan hasil uji validitas.

Modarasi
Masionalisme atas

pengaruh Tax

Planning
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Gambar 3 Hasil Uji Validitas
Berdasarkan gambar 3, yang merupakan hasil uji validitas dari instrument jawaban 299 responden
atas pertanyaan untuk masing-masing indikator dari variabel tax planning, digitalisasi layanan
pajak, kepatuhan wajib pajak, dan nasionalisme dinyatakan valid. Karena hasil nilai loading
faktor keseluruhan variabel diatas adalah 0,5. Kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen
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menghasilkan angka 0,753 sama dengan 75,3%. Yang bearti kemampuan dari variable tax
planning, digitalisasi layanan pajak dan moderasi nasionalisme dalam menjelaskan kepatuhan
wajib pajak yaitu 75,3%, oleh karena itu masih ada 24,7% dari variabel diluar penelitian yang
dapat memberikan efek/pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Analisa lain dalam model
penelitian, apabila nilai R-squared kurang dari 33% dianggap rendah, 33%-66% dianggap rata-
rata dan jika lebih besar dari 66% dianggap kuat. Dalam penelitian ini, model ini tergolong kuat
dikarenakan R square/koefisien determinasi lebih besar dari 66% yaitu sebesar 75,3%.

Uji Reliabilitas

Kriteria yang dihasilkan dari uji reliabilitas berdasarkan tabel 2 termasuk dalam kategori
kuat,dimana batas minimal untuk Cronbach’s Alpha, Rho Alpha, dan Composite Reliability 0,7.
Dengan demikian, apabila menghasilkan nilai diatas 0,7 tersebut, maka untuk keseluruan
komposisi tersebut menghasilkan kriteria yang reliabilitas. Kemudian untuk kolom Average
Variance Extracted (AVE) akan menghasilkan kriteria reliabilitas apabila menghasilkan nilai
batas minimal yaitu diangka 0,5.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Construct Reliability and Validity

Hipotesis Cronbach’s Rho_A Composite AVE
Alpha Reliability

Moderasi Nasionalisme atas pengaruh 1.000 1.000 1.000 1.000
Tax Planning
Moderasi Nasionalisme atas pengaruh 1.000 1.000 1.000 1.000
digitalisasi layanan pajak
Tax Planning 0.814 0.818 0.865 0.518
Digitalisasi Layanan Pajak 0.844 0.847 0.882 0.517
Kepatuhan Wajib Pajak 0.828 0.828 0.875 0.538
Nasionalisme 0.878 0.879 0.904 0.540

Pada hasil uji reliablilitas model penelitian ini, untuk setiap variabel diantaranya tax
planning menunjukkan nilai 0,814 pada Chronbach’s Alpha, 0,818 Rho Alpha, serta 0,865 pada
Composite Reliability; digitalisasi layanan pajak memiliki nilai 0,844 pada Chronbach’s Alpha,
0,847 Rho Alpha, serta 0,882 pada Composite Reliability; Nilai Chronbach’s Alpha yang
dihasilkan dari variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,828, Rho Alpha senilai 0,825, serta
0,875 untuk Composite Reliability; Nilai Chronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel
nasionalisme sebesar 0,878, Rho Alpha senilai 0,879, serta 0,904 untuk Composite Reliability;
Nilai Chronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel moderasi nasionalisme atas pengaruh tax
planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,000, Rho Alpha senilai 1,000, serta 1,000
untuk Composite Reliability; kemudian nilai Cronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel
moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
sebesar 1,000, Rho Alpha senilai 1.000, serta 1,000 untuk Composite Reliability. Chronbach’
Alpha menunjukkan hasil diatas 0,7 pada uji reliabilitas, begitu pula nilai yang ditunjukkan pada
Rho Alpha serta Composite Reliability sehingga data tersebut dinyatakan sesuai kriteria serta
lolos uji reliabilitas. Berikutnya masing-masing variabel pada uji reliabilitas yaitu tax planning
memiliki nilai 0,518 pada AVE, hasil AVE pada variabel digitalisasi layanan pajak sebesar 0,517,
hasil AVE pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,538, hasil AVE pada variabel
nasionalisme sebesar 0,540, hasil AVE pada variabel moderasi nasionalisme atas pengaruh tax
planning kepada kepatuhan wajib pajak sebesar 1,000, dan hasil AVE pada variabel moderasi
nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak kekpada kepatuhan wajib pajak sebesar
1,000. Yang berarti, bahwa semua variabel dapat dinyatakan lulus uji reliabilitas penelitian sesuai
dengan kriteria dan atau dapat dikatakan bahwa data penelitian merupakan data yang reliabilitas,
apabila semua variabel menunjukkan nilai Average Variance Extracted (AVE) >0,5 pada saat
setelah diuji reliabilitasnya.
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Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, terdapat kombinasi nilai signifikan dari masing-masing metode
koefisien yang menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan atau tidak signifikan antar
struktur. Nilai T Statistics dan P Values dalam sebuah model penelitian menunjukkan hasil dari
struktur antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, dampak signifikan
pada variabel yang diuji dapat dibuktikan apabila nilai T statistik >1,96 atau di sisi lain dapat
diuji dan dibuktikan apabila nilai P Value < 0,05. Tabel di bawah menunjukkan hasil penelitian
pada uji hipotesis.

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

Path Coefficients
Hipotesis Original T- P Keterang
Sample | Statistics | Values an
Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 0.144 1.841 0.066 Ditolak
Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan | 0.364 4.666 0.000 Diterima
Wajib Pajak
Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 0.451 7.059 0.000 Diterima
Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Tax | -0.039 0.666 0.505 Ditolak
Planning terhadap Keptuhan Wajib Pajak
Moderasi  Nasionalisme atas  pengaruh | 0.133 2.241 0.025 Diterima
Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak
Pada Path Coefficients dari hasil pengujian hipotesis, variabel dependen dalam penelitian
yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel tax planning dan digitalisasi layanan pajak
merupakan variabel independen. Serta digitalisasi layanan terdapat variabel kepatuhan wajib
pajak sebagai variabel dependen, variabel tax planning dan digitalisasi layanan pajak merupakan
variable independen, serta variabel nasionalisme sebagai pemoderasi. Hasil pengujian hipotesis
pada tax planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai 1,841 < 1,96 T Statistics
dan nilai 0,066 > 0,05 P Values yang berarti hipotesis tersebut ditolak. Hasil Pengujian hipostesis
pada pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai
4,666 > 1,96 T Statistics dan nilai 0,000 < 0,05 P Values hal ini menunjukkan bahwa hipotesis
pada pernyataan tersebut diterima. Uji hipotesis pada pernyataan pengaruh nasionalisme kepada
kepatuhan wajib pajak memberikan hasil sebesar 7,059 > 1,96 untuk T Statistics dan 0,000 < 0,05
untuk P Values sehingga hipotesis diterima. Uji hipotesis pada pernyataan moderasi nasionalisme
atas pengaruh tax planning kepada kepatuhan wajib pajak memberikan hasil 0,666 < 1,96 untuk T
Statistics dan 0,505 > 0,05 untuk P Values sehingga hipotesis ditolak. Uji hipotesis terakhir ialah
pernyataan moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak kepada kepatuhan
wajib pajak memberikan hasil sebesar 2,241 > 1,96 untuk T Statistics dan 0,025 < 0,05 untuk P
Values sehingga hipotesis diterima. Nasionalisme kepada kepatuhan wajib pajak menunjukkan
Nilai Original Sampel terkuat yaitu sebesar 0,451 atau 45,1%.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian bila diuji dari T Statistic/P value serta dibuat perbandingan dengan indikator
signifikan yang ditentukan sehingga dapat dilihat berikut ini:
Hasil uji hipotesis pada pernyataan pertama yaitu ditolak dengan nilai 0,066 merupakan hasil
dari P Values dimana nilainya lebih dari 0,05. Kemudian T statistics menunjukkan angka 1,841
dimana nilai tersebut dibawah 1,96 yang berarti tax planning tidak memberi pengaruh kepada
kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa tax planning tidak dapat
pemerintah jadikan aspek untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak yang
patuh yaitu wajib pajak yang taat perarturan serta mengikuti dan melakukan pembayaran pajak.
Dan tax planning melakukan pengurangan atau meminimalkan pajak sehingga penerimaan negara
kecil, dan itu membuktikan bahwa tax planning belum dapat memenuhi kriteria yang dapat
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meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil penelitian bertentangan dengan peneliti
sebelumnya ialah Syakura & Baridwan (2014), Angelina (2017), dan Sitorus & Humairo (2019).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan kedua yaitu diterima dengan nilai 0,000 merupakan hasil
dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 4,666
dimana nilai tersebut diatas 1,96 yang berarti bahwa digitalisasi layanan pajak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ini membuktikan
bahwa digitalisasi pelayanan perpajakan sangat penting. Jadi, jika pemerintah ingin meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, maka instrumen yang perlu diperhatikan adalah digitalisasi pelayanan
perpajakan. Penelitian ini melengkapi peneliti sebelumnya yang dilakukan Night & Bananuka
(2019), Wulandari (2021), dan Aini & Nurhayati (2022).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan ketiga yaitu diterima dengan nilai 0,000 merupakan hasil
dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 7,059
dimana nilai tersebut diatas 1,96 yang berarti bahwa nasionalisme memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa nasionalisme
sangat penting. Jadi apabila pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salahsatu
aspek yang perlu diperhatikan ialah nasionalisme. Penelitian ini melengkapi peneliti sebelumnya
yang dilakukan Purnamasari et al., (2018), Hanifah & Yudianto (2019), dan Tambun & Haryati
(2022).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan keempat yaitu ditolak dengan nilai 0,505 merupakan
hasil dari P Values dimana nilainya lebih dari 0,05. Kemudian T statistics menunjukkan angka
0,666 dimana nilai tersebut dibawah 1,96 yang berarti nasionalisme tidak dapat menjadi
pemoderasi antara tax planning dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hal ini
menunjukkan bahwa moderasi nasionalisme atas pengaruh tax planning tidak dapat pemerintah
jadikan salahsatu aspek yang akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan
adanya tax planning, itu membuat wajib pajak berencana untuk meminimalkan pembayaran pajak
sehingga dengan demikian itu berarti bahwa akan memperkecil penerimaan negara. Sedangkan
orang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi mengikuti peraturan perpajakan termasuk
pembayaran sesuai dengan yang normal tanpa adanya peminimalan pembayaran pajak menurut
karena menginginkan penerimaan negara yang besar untuk membantu negara. Penelitian ini
bertentangan serta tidak mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Angelina,
(2017) dan Hanifah & Yudianto (2019).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan kelima yaitu diterima dengan nilai 0,025 merupakan hasil
dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 2,241
dimana nilai tersebut diatas 1,96 yang berarti bahwa moderasi nasionalisme atas pengaruh
digitalisasi layanan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian, ini membuktikan bahwa moderasi nasionaslisme atas pengaruh digitalisasi
layanan pajak sangat penting. Jadi apabila pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
maka aspek yang perlu dilihat salahsatunya ialah moderasi nasionaslime atas pengaruh digitalisasi
layanan pajak. Karena dengan jiwa nasionalisme yang tinggi serta mudahnya melakukan
perpajakan di era digital dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan oleh wajib pajak.
Penelitian ini melengkapi peneliti sebelumnya yang dilakukan Night & Bananuka (2019),
Satyawati & Yulianti (2021), dan Tambun & Handayani (2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai “Dampak Implementasi Tax Planning
dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme sebagai
Pemoderasi” memberikan kesimpulan sebagai berikut : Tidak ada pengaruh yang signifikan atas
tax planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas digitalisasi
layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas
nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada pengaruh yang signifikan atas moderasi
nasionalisme atas pengaruh tax planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang
signifikan atas moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika pemerintah
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meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka aspek yang perlu dilihat dan ditingkatkan yaitu
nasionalisme, digitalisasi layanan pajak, serta moderasi nasionalisme atas pengaruh digitaslisasi
layanan pajak. Bagi wajib pajak diharapkan untuk dapat melakukan dan mengikuti perkembangan
perpajakan secara digital serta meminimalkan perencanaan pembayaran perpajakan sesuai
peraturan yang berlaku dengan mudah. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya
masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Dari hasil penelitian
yang telah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan, serta melihat nilai koefisien determinasi masih 75,3%. Maka model penelitian ini
masih bisa dikembangkan, sehingga peneliti memberikan saran untuk untuk peneliti selanjutnya
adalah menambahkan dengan variabel kesadaran wajib pajak sebagai tambahan variabel
independen dalam model penelitian ini. Variabel kesadaran wajib pajak berpotensi untuk
mendukung serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan melihat beberapa fakta yang
sering terjadi bahwa masyarakat akan patuh ketika sadar akan kewajiban terhadap suatu aturan
termasuk perpajakan.
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